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Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan“yang disimpan di
dalam sistem Administrasi Badan Hukum ber Akta Notaris
Nomor 71, tanggal 09 Juni 2015 yang dibuat oleh Netaris DR. IRAWAN
SOERODJO SH., MSI., berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang djtérima-tanggal 07 Juli 2015,
mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal & Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5,
Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8,iPasal 4 Ayat 9, Pasal 4
Ayat 10, Pasal 4 Ayat 11, Pasal 4 Ayat 1

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14, Pasal 15‘%§asal 16, Pasal 17 Pasal 18
Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pa ,,, 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25,
Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasala29, PT UNGGUL INDAH CAHAYA
Tbk, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar,sebagaimana dimaksud diatas mulai
berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

; Diterbitkan di Jakarta,

Tanggal 07 Juli 2015.
M MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pl WBEKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 195811201988101001
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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS
PT. UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk
Nomor : 71.

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan Juni dua ribu lima belas
(9-6-2015).

Pukul 11.55 WIB (sebelas lewat lima puluhslimasmenit Waktu
Indonesia Barat).

Hadir dihadapan saya, Doktor Irawan Soerodjo arjana Hukum,
Magister Sains, Notaris di Jakarta, denga diri oleh para sak5|
yang telah dlkenal oleh saya, Notans danma namanya akan
i :

aya, pada tanggal delapan
“lima“puluh (8-1-1950), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertem .tinggal di Jakarta Selatan,
Jalan Alam Segar I/7, Ru etangga 009, Rukun Warga 015,
Kelurahan Pondok Pinang, Kecamiatan Kebayoran Lama, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor“3174050801500001;
4&Sadhani, Akuntan, Magister Science, lahir
di Rembang, pada tanggalydua puluh tiga April seribu sembilan
ratus empat puluh enam /(23-4-1946), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertenij gal di Jakarta Selatan, Jalan H nomor 11,
Rukun Tetangga Ol kun Warga 007, Kelurahan Kebon Baru,
Kecamatan Jebet, ‘pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
- .0112;
3.Nyonya Lily*Setiadi, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga belas
Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh (13-3-1970), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat,
Jalan Angke Jaya XIII Gang 11 nomor 10, Rukun Tetangga 013,
Rukun Warga 005, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173045303700006;

Menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama dan
masing-masing bertindak selaku Presiden Direktur, Wakil Presiden

I
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Direktur dan Direktur, demikian mewakili Direksi, yang mendapat
kuasa sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat
oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 69, dari Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Unggul
Indah Cahaya Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan,
berkantor pusat di Wisma UIC, Jalan Gatot Subroto Kaveling 6,
Karet, Setiabudi (untuk selanjutnya disebut ;erseroan), yang
perubahan seluruh anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tertanggal sembilan ApFilidta:ribu sembilan
(9-4-2009), nomor 29, Tambahan nomor 10009;

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap dengan bertindak sebagaiffiaria tersebut di atas
terlebih dahulu menerangkan : %(
- Bahwa pada tanggal sembilan Junidua ribu’lima belas (9-6-2015),

bertempat di Hotel Mulia, RuangsMawamdalan Asia Afrika, Jakarta,

pukul 11.40 WIB (sebelas lewat_empat puluh menit Waktu

Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.45 WIB (sebelas

lewat empat puluh lima mewtu Indonesia Barat), Perseroan

telah mengadakan Rapat Umum’ Pemegang Saham Luar Biasa

(untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang dituangkan dalam Akta

Berita Acara yang dibuat.olefl saya, Notaris, tertanggal hari ini,

nomor 69;

- Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan Erwin Sudjono, selaku Presiden
Komisaris (merangke pKomisaris Independen) Perseroan, sesuai
dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 anggaran dasar Perseroan;

- Bahwa kesglut than prosedur dan tata laksana penyelenggaraan
RAPAT adalafi'séstai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan;
Ketentuan me'ﬁfénai tempat, pemberitahuan dan pemanggilan
RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran
Dasar Perseroan;

Pemberitahuan kepada Pemegang Saham telah dilakukan melalui

iklan pada surat kabar Investor Daily dan Harian Ekonomi Neraca

tanggal tiga puluh April dua ribu lima belas (30-4-2015), dan

Panggilan kepada Pemegang Saham untuk menghadiri RAPAT
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telah dilakukan melalui surat kabar harian yang sama pada
tanggal delapan belas Mei dua ribu lima belas (18-5-2015),
yang mana iklan Pemberitahuan maupun Panggilan RAPAT juga
telah diumumkan didalam website Bursa Efek Indonesia dan
juga website Perseroan.

Bahwa saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RAPAT berjumlah
320.047.376 (tiga ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh ribu
tiga ratus tujuh puluh enam) saham atau %"“euxakili 83,491%
(delapan puluh tiga koma empat sembil_aijiiﬁ?sﬂsﬂﬁfiﬁpersen) dari
383.331.363 (tiga ratus delapan puluh tiga jita, tiga ratus tiga
puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham i’ang merupakan
seluruh saham yang telah dikeluarkan &ﬁmgiegseroan, karenanya
ketentuan kuorum sebagaimana diatur‘galam Pasal 26 ayat 1
Anggaran Dasar Perseroan, telahgdipenuhf;

Bahwa dalam RAPAT tersebuﬁgﬁg &-&%mengambil keputusan-
keputusan, yang diantaranya“mengenai keputusan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan, yang h‘\epdak dituangkan dalam akta
ini; A

Sehubungan dengan hal-hal yangrtelah diterangkan di atas maka

para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas, menyatak@@zgah{ a RAPAT telah mengambil keputusan
secara musyawarah untukd“krﬁ' fakat, sebagai berikut :

1.

Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar
Perseroan termasUKimerubah Anggaran Dasar Perseroan dalam
rangka menyesuailéz{n‘ dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK), merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan
dengan Pefatufan IX.).1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar
Perseroan y‘é‘h”,’gwgdelakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
dan Perusahaan Publik, sebagaimana telah dijelaskan dalam
Rapat.

.Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada

Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta ini, untuk mengubah dan/atau menyusun
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kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai
keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang
saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana
yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-
dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan_pemberitahuan
atas keputusan Rapat dan/atau perubah@fi®&nggaran Dasar
Perseroan kepada instansi yang berwenang~serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan,”sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang % s
Selanjutnya, sehubungan dengan keputusah perubahan Anggaran
Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atasymaka para penghadap
dengan bertindak dalam kedudukanpya sebagaimana tersebut di
atas, dengan ini menyatakan menyl "Kembali seluruh Anggaran
Dasar Perseroan, sehingga untuk se n’iutnya tertulis dan berbunyi
sebagai berikut : £

Nama dan tempat kedudukan

,,\:}sal 1
1. Perseroan Terbatas ini'bérnama: PT. Unggul Indah

Cahaya Tb selanjutnya dalam Anggaran dasar cukup
disingkat dengan "P 0 n"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapatimembuka cabang atau perwakilan ditempat
lain, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
sebagaimana'yafg ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari
Dewan Komis j

Jangka waktu berdirinya perseroan
Pasal 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas,

terhitung sejak tanggal tujuh Februari seribu sembilan ratus delapan
puluh tiga (7-2-1983).
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Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

a. berusaha dalam bidang industri;
b. berusaha dalam bidang perdagangan;

c. berusaha dalam bidang pembangunan; f’g‘ﬁ.‘%
d. berusaha dalam bidang jasa; S

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebJ“t*»dj»atas Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

i. kegiatan usaha utama : A

a. Menjalankan usaha dalam bidangxf;;dustri bahan kimia
alkylbenzene dan hasil hasil sampingannya yang berhubungan
dengan alkylbenzene tersebyg:ii B

- Memasarkan dan memperd%g.gpgkan hasil-hasil produksi
alkylbenzene beserta hasil-hasil sampingannya tersebut baik di
dalam maupun di luar neg 'i?t;i%?z

- Menjalankan usaha dalam bidang industri bahan-bahan bangunan
dan/atau komponén,bangunan;

b. Menyelenggarakan keé’“’lﬁ A penampungan barang-barang import
(enterport) khusus bahan-bahan yang dimaksud pada butir a di
atas dan usat?%aga di bidang pemasaran, pemilikan dan
penyewaan tangki-tangki penampungan barang-barang import
tersebut, dan berdagang segala macam barang, menjalankan
perdaga_iq,aggimpor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal
dan selanjutnya bertindak sebagai agen/perwakilan dari badan-
badan atauwﬁreusan-peruashaan lain, baik dari dalam maupun
dari luar negeri, kecuali agen perjalanan;

¢. Menjalankan usaha dalam bidang property dan bisnis perkantoran
termasuk mendirikan, memiliki dan mengelola gedung hunian
atau apartemen, gedung perkantoran, serta menjual dan/atau
menyewakan bangunan-bangunan tersebut dan hak-hak atas
tanah di mana bangunan-bangunan tersebut berdiri;

9
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d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, kecuali
jasa di bidang hukum dan pajak.

ii. kegiatan usaha penunjang :
- menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dan menunjang
kegiatan usaha pada butir i di atas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Modal
Pasal 4

(Ilma ratus delapan puluh miliar Rupiah) téfl ;:-, ta; 1.160.000.000
(satu miliar seratus enam puluh juta) saha MM asing-masing saham

penuh sebesar 33,4% (tiga pul a koma empat persen) atau
sejumlah 383.331.363 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus
tiga puluh satu ribu tiga ratu puluh tiga) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar R 91.665.681.500,00 (seratus

ratus enam puluh Iima juta enam
la ratus Rupiah) oleh para pemegang

sembilan puluh satu miliar enaj
ratus delapan puluh satu4ib
saham.
3. Apabila masih, terdapat sisa saham yang belum dikeluarkan,
maka akan dikeluarkanigleh Perseroan dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini
cukup disebut,dengan "RUPS") pada waktu dan dengan harga serta
persyaratan yang¥ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan
RUPS, dengan ketentuan bahwa saham-saham yang masih dalam
simpanan dapat dikeluarkan melalui penawaran umum terbatas
(penawaran kedua, ketiga dan selanjutnya) atau dengan cara
penawaran terbatas (private placement) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang
Pasar Modal di Indonesia, antara lain peraturan yang mengatur
syarat dan ketentuan mengenai penambahan modal tanpa hak
memesan efek terlebih dahulu.

10
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4. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat
Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "HMETD")
kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS
yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekujtas dalam jumlah
yang sebanding dengan jumlah saham yang telah: terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas .w
masing-masing pada tanggal tersebut. N

5. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pem@i aham sebagaimana
diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang’mengatur mengenai
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, a|k unﬁuk memperbaiki posisi
keuangan maupun selain untuk mem i posisi keuangan Perseroan,
yang terlebih dahulu memper¢ persetujuan RUPS, dengan
memperhatikan peraturan perupdang=updangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modaléyang mengatur tentang penambahan
modal tanpa memberikan Hak Merhesan Efek Terlebih Dahulu.

6. HMETD wajib dapat ( |aI1hkan dan diperdagangkan dalam jangka
waktu sebagaimana dite kan}datam Peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal Tenta jitHak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

7. a. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan
dan tidak diambil oléhipemegang HMETD harus dialokasikan kepada
semua pemegang saham’yang memesan tambahan Efek Bersifat
Ekuitas, denggg ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas
yang dlpesanglhl jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib
dialokasikan seb%ing dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan
oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan
Efek Bersifat Ekuitas.

b. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang
tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang
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bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat
yang sama.

8. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang
mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh
Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui
pengeluaran Efek tersebut. A,

9. Penambahan modal disetor menjadi efektif se
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunya
sama dengan saham yang mempunyai kIaS|f|ka?|\gang sama yang
diterbitkan oleh Perseroan, dengan mengurangi kewajiban

dalam bentuk uang, baik berupagbenda..berwujud maupun tidak

berwujud, wajib memenuhi ketent 13 sebagai berikut :

a. benda yang dijadikan setor odal dimaksud wajib diumumkan
kepada publik pada saat pe%% ilan RUPS mengenai penyetoran
tersebut;

b.benda _yang dijadikangs al i setoran modal wajib d|n|Ia| oleh

yang berwenang dan/ata pelaksananya (selanjutnya dalam
ini.cukup disebut dengan "OJK"), dan tidak

dra apapun juga;

fyjuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan

yang berlaktdi Bidang Pasar Modal:
d. dalam hal ben?ﬁl\;ang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan

dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek,
maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

e.dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan,
agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal
sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan
dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat

12
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dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa

akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian.

Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

11. Penambahan modal dasar Perseroan han
berdasarkan keputusan RUPS. -

Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka“setiap penempatan
saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleFYRUPS, dengan
memperhatikan ketentuan dalam Angg Dasar ini, peraturan
perundang-undangan dan peraturan yanaﬁ‘g@f(u di bidang Pasar
Modal. \

12. Penambahan modal dasar’é?aqg rﬁengakibatkan modal
ditempatkan dan disetor menjadi,ﬁ?ﬁ*g*dari 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar, dapat di‘fakytgan sepanjang :
a.telah memperoleh persetujuan RUPS, yang menyetujui untuk

menambah modal dasar;

b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;

¢. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,
wajib dilakukan ?ﬁ%jangka waktu paling lambat 6 (enam)
bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik In:pnesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.b

a dapat dilakukan

Pasal ini;

d. dalam hal pe bahan modal disetor sebagaimana dimaksud
dalam ayat 12.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan
harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal
ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu
2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 12.c Pasal ini
tidak terpenuhi;

13
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e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.a Pasal
ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.d Pasal ini.

13. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25%
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak
yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkah~oleh Perseroan,
dengan tidak mengurangi kewajiban Perserg 1tk mengurus
persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan
modal disetor tersebut.

14, Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah
dibayar penuh sampai dengan 10%# sepulu‘ﬁ’ persen) dari jumlah
saham yang telah ditempatkan atau.dalam jumlah lain apabila
peraturan perundang-undangan mienentukan lain.

Pembelian kembali saham tersebut™dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangai% peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.

Sﬁham

iPasal 5

1. Semua saha dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham

atas nama.
Perseroan da rerbitkan pecahan nilai nominal saham.
Pemegang an nilai nominal saham tidak diberikan hak suara

perseorangan, cudli pemegang pecahan nilai nominal saham, baik
sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya
yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu)
nominal saham dari klasifikasi tersebut.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum
sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum
yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan
dalam Daftar Pemegang Saham.
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3. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak
dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari
1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan
dengan cara menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama.

4, Selama ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini belum dilaksanakan,
maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan
suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividgp untuk saham itu
ditangguhkan. . Y

5. Bukti pemilikan saham dapat berupa suﬁa‘m.

.

6. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipari Kolektif pada
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan ada Bank Kustodian
(khusus dalam rangka kontrak investasi ko , maka Perseroan
wajib menerbitkan sertipikat atau konfjrmasi tertulis kepada Lembaga
Penyelesaian dan Penyimpanan sebagaitanda bukti pencatatan dalam
buku daftar pemegang saham Pe

7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada
Anggaran Dasar dan kepada %ep tusan yang diambil dengan

sah dalam RUPS serta peratura ndang-undangan yang berlaku.

8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di
Indonesia berlaku peratufan p?undang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal di In ia.

Surat saham
y, Pasal 6

1. Perseroan~dapat mengeluarkan surat saham.

2. Apabiladil 'rkan surat saham, maka untuk setiap saham
diberi sehelai surat’saham.

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan
2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang
saham.

4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
a.Nama dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat saham;
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c. Tanggal pengeluaran surat saham;
d. Nilai nominal saham;
.Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
.Nama dan alamat pemegang saham;
.Nomor surat kolektif saham; _
. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; * ™
. Nilai nominal saham;
.Jumlah saham;

Tanda pengenal sebagaimana akan dit an oleh Direksi.

6. Surat saham dan surat kolektif saham’ harus dicetak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang'perlaku dibidang Pasar
Modal di Indonesia dan ditanda-tangari-oleh salah seorang anggota
Direksi bersama-sama dengan salah*seéorang-anggota Dewan Komisaris
atau tanda tangan tersebut dicetak Iangsung pada surat saham dan
surat kolektif saham yang b gkutan.

1]

P o B = S o B = i 1}

Pengganti surat saham

al 7
1. Dalam hal surat saham FuSak, penggantian surat saham tersebut

dapat dilakukan jika_:

a. Pihak yang mengajukafi’permohonan penggantian saham adalah
pemilik surat saham_tersebut; dan

b. Perseroan pélah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroafiiwajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah

memberikan periggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut

dapat dilakukan, jika:

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
pemilik surat saham tersebut;

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian
Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
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c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan
jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah
diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan
dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum
pengeluaran pengganti surat saham.
4. Setelah pengganti surat saham dikeluarka

saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran peng surat saham itu

ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatiszmutandis juga berlaku
bagi pengeluaran pengganti surat kolekti ;
Daftar pemegang saham %dan daftar
khus
Pasa

maka asli surat

1. Perseroan wajib menga dan menyimpan Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus ditem kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
a.nama dan alamat pa m%ang saham;

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat
kolektif saham vy, dimiliki oleh para pemegang saham;

c. jumlah yang dise [as setiap saham;
d. nama dan alamat dagj-orang atau badan hukum yang mempunyai

hak gadai atas _saham atau sebagai penerima jaminan fidusia
saham dan%l perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran

jaminan fidustartersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
dan

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam Daftar Khusus akan dicatat semua keterangan seperti
yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 2 di atas dan mengenai kepemilikan
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saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham
itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan
empat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama
pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan
pada alamat pemegang saham yang paling a dicatat dalam
Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan elihara Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak Daftar Pemegang
Saham dan Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri pemegang

saham yang bersangkutan pada wakﬁs\jam kerja Kantor Perseroan.

7. Setiap pendaftaran atau pe W@-dalam Daftar Pemegang
Saham termasuk pencatatan mengenaj suatu penjualan, pemindah-

tanganan, atau cessie yang/@%fngkut saham atau hak atau

kepentingan atas saham yang s dilakukan sesuai ketentuan
Anggaran Dasar dan untuk sahamJyang terdaftar pada Bursa Efek
di Indonesia berlaku peraturanyperundang-undangan yang berlaku
di bidang Pasar Modal di'Thdonesia.

Suatu gadai saham atau fidusia atas saham harus dicatat dalam
Daftar Pemegang Sa dengan cara yang akan ditentukan oleh
Direksi berdasarkan* yang memuaskan yang dapat diterima
baik oleh Direksi menb;enal gadai atau fidusia yang bersangkutan.

Pengakuanme ai gadai saham atau fidusia saham oleh Perseroan
hanya akan terbuktijdari pencatatan mengenai gadai atau fidusia itu
dalam Daftar Pem€gang Saham.

Penitipan kolektif
Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk
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kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian
atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada-Bank Kustodian
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana'berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka ‘Perseroan akan
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pémegang Saham Perseroan
atas nama Bank Kustodian untuk kepentingah@emilik Unit Penyertaan
dari Reksa Dana berbentuk kontrakgnvestasi” kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkanﬁ&t atau konfirmasi tertulis
kepada Lembaga Penyimpanan dan- ‘enyelesaian sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat 1 Pasal igi, atau*Bank Kustodian sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat 3 P ini, sebagai tanda bukti pencatatan
dalam Daftar Pemegang Saham eroan.

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif
yang terdaftar atas nama mﬁ‘_aga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian untuk sa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas
nama pihak yang din!Wh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian‘dimaksud.

Permohona utasi“ﬂfsampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian ank Kustodian kepada Perseroan atau Biro
Administrasi Efe ng ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening
Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi
yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
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8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah,
kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang
bersangkutan adalah benar benar pemilik yang sah dari saham yang
hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang
atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutaél‘saham ke dalam
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dif@minkan, diletakkan
dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan’*aquu disita untuk
pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang Efeknyai&neatat dalam Penitipan
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarn suara dalam RUPS,
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek
tersebut. A

11. Bank Kustodian dan Peru an Efek wajib menyampaikan
daftar rekening Efek beserta jumlah sallam Perseroan yang dimiliki
oleh masing-masing pemegar ening pada Bank Kustodian dan
Perusahaan Efek tersebut kep Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling
lambat 1 (satu) hari ke eb;&um tanggal pemanggilan RUPS.

12. Manajer Investasi ak hadir dan mengeluarkan suara
dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Bank Kustodia merupakan bagian dari portofolio Efek
Reksa Dana berbentukKontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk
dalam PenitipamKolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
dengan ketenwgwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan
nama Manajer Tnvestasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum tanggal?emanggilan RUPS.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham
bonus atau hak hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan
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Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14, Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank
Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk
kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalafg Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekenf"'“ﬁﬂife yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atair ~hak-hak lainnya
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
ditentukan oleh RUPS, dengan ketentudr k Kustodian dan
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening
Efek beserta jumlah saham yang d|m|||;qoleh masing-masing pemegang

rekening Efek tersebut kepada baga Penyimpanan dan
Penyelesaian, paling lambat pa gal yang menjadi dasar
penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen,
saham bonus atau hak-hak |; a, untuk selanjutnya diserahkan

kepada Perseroan paling lambat atu) hari kerja setelah tanggal
yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak
untuk memperoleh le n, s}}:am bonus atau hak-hak lainnya
tersebut.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan
peraturan perundangs an dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal serta ket'ﬁu@n Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pé@ﬂﬁﬁgahan hak atas saham
~ Pasal 10

1. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu
dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang
memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan
hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau
disetujui oleh Direksi.
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2. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang
diperdagangkan di Pasar Modal Wajib memenuhi peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.

3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu
ke rekening Efek yang lain pada Lembaga penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian, dan PerusahaanﬂE;Eek.

Direksi ’@;
Pasal 11 ‘\FJ

1. Perseroan diurus dan dipimpin olef Direksi, dibawah
pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri da kurang-kurangnya
3 (tiga) orang Anggota Direksi, dengan susupan sebagai berikut :
a.seorang Presiden Direktur;
b.seorang Wakil Presiden DirektUrs._dan
c. seorang Direktur atau lebih Yy

2. Satu periode masa jabata ota Direksi paling lama 5 (lima)
tahun atau sampai dengan penutdpan RUPS Tahunan pada akhir
1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi

hak RUPS tersebut unt rhentikan anggota Direksi tersebut
sewaktu-waktu sebelum sa jabatannya berakhir, dengan
menyebutkan alasa setelah anggota Direksi yang bersangkutan
diberi kesempatan adir dalam RUPS guna membela diri

dalam RUPS tersebut.

Pemberhe tfan demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang
memutuskan pémbethentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan
oleh RUPS.

3. RUPS dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota
Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 Pasal ini atau bilamana
terjadi suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan lain
dalam Anggaran Dasar.

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap bulan dan tunjangan
lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang
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tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris,
dalam hal kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud di atas dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan tunjangan anggota
Direksi, ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong
sehingga jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang, maka
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan,
wajib diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya
RUPS untuk mengisi lowongan itu.

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan
tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggqia Direksi yang jabatannya

telah menjadi lowong tersebut.

6. Seorang anggota Direksi beTak mengundurkan diri dari
jabatannya, dan wajib menyampaikan_permohonan pengunduran
diri tersebut kepada Perseroan pﬁ%ﬁnbat 30 (tiga puluh) hari

sebelum tanggal pengunduran dirin a.,v
7. Perseroan wajib menye%%arakan RUPS untuk memutuskan
a

permohonan pengunduran diri ta Direksi dalam jangka waktu
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat

pengunduran diri.
Kepada anggota Direksi“yang mengundurkan diri sebagaimana

tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya

sejak pengangkatar bersangkutan sampai dengan tanggal
pengunduran dirinyw RUPS tersebut.

8. Perseroan. wajib Ymelakukan keterbukaan informasi kepada
masyarakat glnyampaikan kepada OJK terkait ayat 6 dan 7

Pasal ini, sesual'dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di Pasar Modal.

9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang
diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah
anggota Direksi tersebut.
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10. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
berlaku;

¢. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

e. apabila dinyatakan pailit atau ditaruh di badwah pengampuan
berdasarkan suatu keputusan pengadilan. s

Tugas dan wewenang D
Pasal 12

eksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan be taggung jawab atas
pengurusan Perseroan untuk kepentirgan Perseroan dalam mencapai
maksud dan tujuan Perseroan. 7

2. Setiap anggota Direksi wajib™~dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasiiya dengan mengindahkan
peraturan perundang-undangw berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
dengan pihak lain dan piiak dengan Perseroan, serta menjalankan
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
a.memperoleh, melepaskan barang-barang tidak bergerak atau

suatu perusahaan‘fﬁaru atau perusahaan yang terpisah dari

Perseroan; 4
b. ikut serta ‘g vatu perusahaan, dengan tidak mengurangi

persetujuan pihdk yang berwenang;

c. untuk memperoleh harta tetap dan untuk pemindahan harta
tetap Perseroan;

d. membebani hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan
cara lain mengagunkan barang-barang atau kekayaan Perseroan;

e. meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai
penjamin dari jumlah yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari
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jumlah saham yang disetor, untuk satu kali transaksi dan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun buku;

f. meminjam uang atas nama Perseroan untuk jumlah yang melebihi
10% (sepuluh persen) dari jumlah harga nominal saham yang
disetor, untuk satu kali transaksi dan dalam jangka waktu 1
(satu) tahun buku;

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan_Komisaris.

4. a. Untuk menjalankan perbuatan hukurmhmengalihkan,
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian
besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan¥lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan be%seroan dalam satu
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan‘satt’sama lain maupun
tidak, Direksi harus mendapat perseg.ujuan RUPS yang dihadiri atau
diwakili para pemegang saham yan emiliki paling sedikit 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumil uruh saham dengan hak
suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari“seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUP&

b. Dalam hal kuorum/kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud
dalam sub a di atas ini tidakitercapai, maka dapat diadakan pemanggilan
RUPS kedua, tanpa dida i_dengan pengumuman tentang akan
diadakannya pemanggilan RUPS.

RUPS kedua dise kan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (dua\gél satu) hari terhitung sejak RUPS pertama
dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk
RUPS pertam ali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana
ditetapkan dalam sup c di bawah ini dan pemanggilan harus dilakukan
selambatnya 7 (ttjuh) hari sebelum RUPS tersebut.

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah jika disetujui
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham
dengan hak yang hadir dalam RUPS kedua.
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d. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka
RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan
hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan,
serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OQJK, atas
permohonan Perseroan.

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua

Direksi tidak dapat menyediakan pan 1 at
uang kepada para pemegang saham Perserdan.

6. Dalam hal Perseroan me nyal"?’kepentingan yang
bertentangan dengan kepentlnga 1epribadic eorang anggota Direksi,

dalam hal Perseroan mempufnyai kefentingan seluruh anggota
Direksi, maka dalam hal ini Pewdiwakili oleh Dewan Komisaris,
satu dan lain hal dengan tida engurangi ketentuan dalam
ayat 5 Pasal ini. .

7.a. Seorang anggot

'|dak berwenang mewakili Perseroan

apabila :
i. terdapat perkara-dipengadilan antara Perseroan dengan anggota
Direksi yang bersangkutan;

ii. anggota Direksi yan@,bersangkutan mempunyai kepentingan yang
berbentura. n kepentingan Perseroan.
iii.anggota D ang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalami Pasal 15 ayat 4 Anggaran Dasar ini, terhitung
sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris
sampai dengan :
1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan
pemberhentian sementara tersebut; atau
2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15
ayat 6 Anggaran Dasar ini.

26



PERSEROAN TERBATAS 14064

b. Dalam hal tersebut dalam ayat 7.a Pasal ini, yang berhak
mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini) adalah :

i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan
kepentingan dengan Perseroan;
ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai
benturan kepentingan dengan Perseroan; atai E
iii.pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam halgsélu
Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai be uran kepentingan
dengan Perseroan.
c. Ketentuan dalam ayat 7.a dan 7.b ini tidak mengurangi
ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar/n
8. Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktuf dan seorang Direktur
bersama-sama berhak dan berwenangsbertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan.

9. Tanpa mengurangi tanggﬁgjaxibﬁya, Direksi untuk perbuatan

tertentu berhak pula mengan eorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya dengan syarat yang”ditentukan oleh Direksi dalam
suatu surat yang khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan
sesuai dengan Anggara sar,

10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan
dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

11. Pembagian tu %an wewenang setiap anggota Direksi
ditetapkan oleh RUPS, q;alam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian
tugas dan wemiﬁang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan

Direksi. %

ot
“®  Rapat Direksi

Pasal 13
1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang
1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu

bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota
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Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang
saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran
Dasar.

3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disamp
tercatat yang wajib diterima oleh (para) anggota
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. _

Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan €] Hisegera diselesaikan
jangka waktu pemanggilan itu dapat dipefsingkat menjadi tidak
kurang dari 3 (tiga) hari dengan tifak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal rapat. g

4. Pemanggilan rapat itu harus
waktu, dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan di*témpat kedudukan Perseroan atau
tempat kegiatan usaha utama Perseroan.

Apabila semua anggof ksi hadir atau diwakili, pemanggilan
terlebih dahulu tersebut tiddk disyaratkan dan Rapat Direksi dapat
diadakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan
rapat tersebut berha )ambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimipin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden
Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal
mana tidak @ ~dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat
Direksi akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, dalam hal Wakil

Berhalangan atau tidak hadir karena alasan apaun

n, dengan surat
si, sedikitnya
Amperhitungkan

g%cantumkan acara, tanggal,

Presiden Direktu
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat
Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi
hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat apabila sedikitnya lebih dari 50% (lima
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puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili
secara sah dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan persetujuan dari sedikitnya lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari jumlah anggota Direksi yang hadij n/atau diwakili
secara sah dalam Rapat. . ﬁ,\

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Direksi lain yang diwakil?%%ﬁ?

b. Pemungutan suara dilakukan secara |i"ﬁ})‘\ kecuali Ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada keberataﬁ‘hgrdasarkan suara terbanyak
dari yang hadir. .

c. Suara blanko dan suara yang tidak-sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap t%a serta tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yan luarkan.

11. Risalah Rapat Direksi harus’dibuat oleh seorang yang hadir
dalam Rapat yang diww Ketua Rapat dan kemudian
ditandatangani oleh selur ota Direksi dan/atau kuasa anggota
Direksi yang hadir pada rapat tersebut, untuk memastikan kelengkapan
dan kebenaran Risala t Direksi tersebut dan dalam hal terdapat
anggota Direksi yangy menandatangani Risalah Rapat Direksi,
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi.

Risalah Rapat” ireksi ini merupakan bukti yang sah untuk para

anggota Direksi d@n untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang
diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, maka
penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi
telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan
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semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang di ambil dengan sah dalam
Rapat Direksi.

13. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

14. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaitnana dimaksud
dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahdnberikutnya sebelum
berakhirnya tahun buku. "

Dewan :-El-"-:(:j
Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri darj séki
orang anggota, dengan susunan sebagal

a.seorang Presiden Komisaris; Ny

b. seorang Wakil Presiden KN(; dan

c. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih;
-Perseroan wajib meWisaris Independen sesuai dengan

peraturan perundang-un an peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal di Indonesia.

jrang-kurangnya 3 (tiga)

waktu sebelum Fi36a jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya
setelah anggota D‘eﬂﬁn Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri dalam RUPS tersebut.

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang
memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang
ditentukan oleh RUPS.

3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan
seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya,
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atau bilamana terjadi suatu lowongan dengan tidak mengurangi
ketentuan dalam Anggaran Dasar.

4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir
dapat diangkat kembali.

5. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan
yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota{Dewan Komisaris
lowong sehingga jumlah anggota Dewan Komisarij
orang, maka dalam jangka waktu 90 (sembil
terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan RU
lowongan itu.

Masa jabatan seseorang yang diangkat mengisi lowongan
tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris
yang jabatannya telah menjadi low tersebut.

7. Seorang anggota Dewan Ko erhak mengundurkan diri
dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran

diri tersebut kepada Perseroaq’ Ealing ambat 30 (tiga puluh) hari

hari setelah
untuk mengisi

sebelum tanggal pengundura a.

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran{diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka
waktu paling lambat Qﬂwn puluh) hari setelah diterimanya
surat pengunduran diri.

Kepada anggot an Komisaris yang mengundurkan diri
sebagaimana terseb as, tetap dapat dimintakan pertanggung
jawaban sebagai Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya
dalam RUPS ut.

9. Perserodfi"wajib melakukan keterbukaan informasi kepada
masyarakat dan™menyampaikan kepada OJK terkait ayat 7 dan 8
Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di Pasar Modal.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;

b.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
berlaku;
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c. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan
suatu keputusan Pengadilan.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris
Pasal 15 A

1. Dewan Komisaris melakukan pengawas bijaksanaan
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta l"nemberikan nasihat
kepada Direksi. Y

Dalam rangka mendukung efektivita anaan tugas dan
tanggung jawabnya dalam pengawasan te t, Dewan Komisaris
wajib membentuk maupun menentukap susunan komite audit maupun
komite lainnya sebagaimana ditentukan.oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan pera berlaku di Pasar Modal,
serta berkewajiban melakukan eva i terhadap kinerja komite-
komite tersebut setiap akhir un buku Perseroan.

2. Anggota Dewan Komisaris ersama-sama maupun sendiri-
sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak
memasuki bangunan dan_ialaman.atau tempat lain yang dipergunakan
atau yang dikuasai ole oan dan berhak memeriksa semua
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas in-lain serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yam}.y dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi d@ setié]a’ anggota Direksi wajib untuk memberikan
penjelasan te%egala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan
Komisaris. i |

4. Dewan KomiSaris, setiap waktu berhak memberhentikan untuk
sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya,
apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
atau melalaikan kewajibannya.

5. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
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6. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris
wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau
menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada
anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan
untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Presiden
Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak "hadir, hal tersebut
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, makAipimpin oleh
Wakil Presiden Komisaris dan apabila Wakil Presid omisaris tidak
hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggo n Komisaris yang
hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seor ang dipilih oleh dan
dari antara mereka yang hadir dan pemanggilan’RUPS harus dilakukan

sesuai dengan ketentuan yang term dalam Pasal 21 dibawah
ini.

ayat 6 Pasal ini tidak
tu 90 (sembilan puluh) hari setelah
tanggal pemberhentian sementara aka pemberhentian sementara
itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak
menjabat kembali jaba a semula.

9. Apabila seluruh a ta Direksi diberhentikan untuk
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota
Direksi, maka untuk§ementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk
mengurus Perseroan}(&aam hal demikian kekuasaan sementara

vlebih diantara mereka atas tanggungan

kepada seorang ata
mereka bers@

10. Dalam {}disi tertentu, Dewan Komisaris wajib
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan

kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan
peraturan perundang-undangan.

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu,
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan
RUPS.

diselenggarakan dalam jangk
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Rapat Dewan Komisaris
Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu)
kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana
dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau
atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi. ¢

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dﬂ%leh Presiden
Komisaris dalam hal Presiden Komisaris ber ngan oleh seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya. Yy

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris-disampaikan kepada setiap
anggota Dewan Komisaris secara Iangsuﬁ, pun dengan surat
tercatat dengan mendapat tanda terima yzii}g layak, atau dengan
telex atau telefax, yang segera dité{gqskan dengan surat tercatat
sekurangnya 7 (tujuh) hari dan f_;p_.___;;___:,e esak sekurangnya 3 (tiga)
hari sebelum rapat diadakan dengan‘tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal rapat. )

4. Pemanggilan rapat itu ha Q;tpaencantumkan acara, tanggal,
waktu, dan tempat rapat.

5. Rapat Dewan Komi;%s%f&akan ditempat kedudukan Perseroan

atau tempat kegiatan usaha@utama Perseroan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,
pemanggilan terlebity u tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
Dewan Komisaris dap‘agfdiadakan ditempat kedudukan atau ditempat
kegiatan usahautama Pefseroan atau ditempat lainnya dalam wilayah
Republik Indoq:e_si_i_a#ggbagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris
dan rapat tersebut’berhak mengambil keputusan yang sah dan

mengikat. «

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris,
dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan,
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat
akan dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris, dalam hal Wakil Presiden
Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh
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salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari
anggota Dewan Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengamobil
keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari
50% (lima puluh persen) dari jumlah anggot ian Komisaris
yang sedang menjabat hadir dan/atau diwaki ra sah dalam
Rapat.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris
musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan diambitherdasarkan suara terbanyak
dari (para) anggota Dewan Komisd@fi8®yahg hadir dan/atau diwakili
secara sah dalam Rapat.

10. a. Setiap anggota Dgwan Koisaris yang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara danitambahan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suaradilakuken dengan lisan kecuali ketua Rapat
menentukan lain tanpa ada*kgberatan berdasarkan suara terbanyak
dari yang hadir. :

¢. Suara blanko Lu, tidak sah dianggap tidak dikeluarkan
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jég,mlah sudra yang dikeluarkan.

11. Risalah Rdpat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang yang
hadir dalam Rat&a’ng ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau kuasa anggota
Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat tersebut, untuk memastikan
kelengkapan dan kebenaran Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut
dan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri
yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris.

e,

s diambil berdasarkan

35



14064 PERSEROAN TERBATAS

Risalah Rapat Dewan Komisaris ini merupakan bukti yang sah
untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai
keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan
tidak disyaratkan.

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, denggq‘ketentuan semua
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang
usul keputusan dimaksud dan semua anggoﬁﬁ' 3 n Komisaris
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut. :

Keputusan yang diambil dengan cara demi fempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil be?pgan sah dalam Rapat
Dewan Komisaris. A

13. Dewan Komisaris wajib me Kan Rapat Dewan Komisaris
bersama Direksi secara berkala paiiqgwkurang 1 (satu) kali dalam

4 (empat) bulan. 7
14. Dewan Komisaris hanMadwaikan rapat sebagaimana

dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 13 Pasal ini, untuk tahun berikutnya

sebelum berakhirnya tahun bl.l?l.
Rencana a, tahun buku
dan laporan tahunan

Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran
tahunan Pergé’? kepada Dewan Komisaris untuk mendapat
persetujuan, sébelum tahun buku dimulai.

2. Tahun buku*Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang
sama.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

3. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

%
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ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris
untuk diajukan kepada dan guna mendapat pengesahan dalam
RUPS Tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan
sebelum tanggal RUPS Tahunan diselenggarakan, dengan jangka
waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Mo’al.

Rapat umum pemeganggusaha

Pasal 18 :
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPmPerseroan adalah :
a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud Pasal 19 Anggaran

Dasar;

b. RUPS lainnya selanjutnya dalam aran Dasar disebut RUPS
Luar Biasa yaitu RUPS yang dia aktu-waktu berdasarkan
kebutuhan.

2. Istilah RUPS dalam Ang@asan Dasar berarti keduanya, yaitu
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,}kecuali dengan tegas dinyatakan
lain.

3. Satu orang atau | emegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per se ) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.

Permintaan terse itd kan kepada Direksi dengan surat tercatat
disertai alasannya.
4, Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud

pada ayat 3 Rasalipi, harus :

i. dilakukan dengan itikad baik;

ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

iii.merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;

iv.disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan
dalam RUPS; dan

v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar ini.
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5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.

6. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham
dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada
Dewan Komisaris. T

7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengm}i“‘RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat.15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal infﬂiﬁjﬂ@a Dewan Komisaris.

8. Dalam hal Direksi atau Dewan KomiSaris tidak melakukan
pengumuman RUPS dalam jangka Maktu sébagaimana dimaksud
dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini ksi atau Dewan Komisaris
wajib mengumumkan :

i. terdapat permintaan penyelwa WRUPS dari pemegang saham

sebagaimana dimaksud da at 5 Pasal ini; dan

ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
dalam jangka waktu aling&ambat 15 (lima belas) hari sejak
diterimanya permint elenggaraan RUPS dari pemegang
saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal

ini;
Pengumuman terWaling kurang melalui media :

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional; o

b. situs web m&ek; dan

c. situs web Perséfoan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang
bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.
9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman

RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, pemegang

saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, dapat mengajukan
permintaan diselenggarakannya RUPS, kepada ketua pengadilan

38



PERSEROAN TERBATAS 14064

negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.

10. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal
ini, wajib :

a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,
pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Eﬁl ini, dengan
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasa aturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal;

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan
menyampaikan bukti pengumuman, b anggilan, risalah
RUPS Saham, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS
kepada OJK, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan Pasal ini, dengan me ikan ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan yang be di bidang Pasar Modal;

c. melampirkan dokumen yang ﬁemuat ama pemegang saham serta

jumlah kepemilikan sahamn Perseroan yang telah memperoleh
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan

pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
kepada OJK terkait aWenggarakan RUPS tersebut.

11. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal
ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka
waktu paling sediki m) bulan sejak RUPS, jika permintaan
penyelenggaraan RUPS yang dimohonkannya dipenuhi oleh Direksi
atau Dewan Komisaris ‘atau ditetapkan oleh pengadilan.

Rapat %1 pemegang saham tahunan

Pasal 19

1. RUPS Tahunan di selenggarakan tiap tahun, paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam RUPS Tahunan:

a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh
Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan,
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laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat
laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan,
serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Diputuskan penggunaan laba bersih; _:Wﬁ
c. dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian
kuasa untuk melakukan penunjukkan akuntan publik yang
terdaftar; - '
d. Jika perlu melakukan pengangkatan danﬁﬁ?ﬁﬁ'erubahan susunan
anggota Direksi dan Komisaris Pexrseroa’ri'_;,(’
e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang“d@jukﬂ secara sebagaimana
mestinya dalam Rapat sesuai denganiketentuan Anggaran Dasar;
3. Pengesahaan dan/atau persétdj‘uaur‘l‘Laporan Tahunan oleh RUPS
Tahunan, berarti memberikan/pfe__lunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh.tindakan tersebut tercemin dalam
Laporan Tahunan. . W4
4. Apabila Direksi atau’ Dewan Komisaris lalai untuk
menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan
maka 1 (satu) peme&%’ﬂ@%ham atau lebih yang memiliki sedikitnya
1/10 (satu per sepuluh).bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yapg“sah berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas
biaya Perseroan/setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Rapat umum pemegang saham luar biasa
Pasal 20

Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS
Luar Biasa, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

40



PERSEROAN TERBATAS 14064

Tempat dan pemanggilan rapat umum
pemegang saham

Pasal 21

1. RUPS dapat diadakan di:
. tempat kedudukan Perseroan; atau

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan@wpat kegiatan

o

usaha utama Perseroan; atau
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan

dicatatkan.

dengan ketentuan RUPS tersebut wajibydiselenggarakan dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Perseroan wajib terlebih dahu!u”%h
mata acara rapat kepada OJK padling-lambat 5 (lima) hari kerja
sebelum pengumuman RUPS, dengan idak memperhitungkan tanggal
pengumuman RUPS, dalam terdapat perubahan mata acara
rapat maka Perseroan wajib m paikan perubahan mata acara
kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan
memperhatikan ketentu eraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal. w

3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan
pemanggilan RUP an tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan t il pemanggilan, pihak yang berhak untuk
memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman kepada para
pemegang saaling kurang melalui media sebagai berikut :
a. 1 (satu) sura@fkabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran

nasional; g
b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,

dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang

bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.

Pengumuman tersebut, paling kurang memuat :

a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

enyampaikan pemberitahuan
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b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata
acara rapat;

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
d. tanggal pemanggilan RUPS.

4. Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tang’ggl RUPS.

Ketentuan media pengumuman pada Pasal 3 Anggaran
Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandls)huntuk pemanggilan
tersebut b 4

5. Pemanggilan RUPS, paling kurang ﬁ%&;mformaa
.tanggal penyelenggaraan RUPS; §
.waktu penyelenggaraan RUPS; ;i
. tempat penyelenggaraan RUP
. ketentuan pemegang saham yang perhak hadir dalam RUPS;

i, 4
.mata acara rapat termasukipenjelasan atas setiap mata acara
tersebut;

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat
tersedia bagi peme s‘a,:ham sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan RUPS sa i.dengan RUPS diselenggarakan.

6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah
hadir atau diwakili dalam:RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini
tidak menjadi syarat darvdalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan
yang sah serta_.mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan,
sedangkan R dapat diselenggarakan di manapun juga dalam
wilayah Republik“Tndonesia.

7. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS,
jika :

a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang
atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili
sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara; dan

- wf'fw

‘/

o a o oo
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b. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan
dikeluarkan; dan

c. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan
kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan
mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang
membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

8. Perseroan wajib menyediakan bahan rapat bagi
pemegang saham, dengan ketentuan :

a.Bahan mata acara rapat tersedia sejak tanggal dilakukannya
pemanggilan RUPS sampai dengan pen araan RUPS, atau
jangka waktu lebih awal bilamana diat an ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Bahan mata acara rapat yang tersedia.tersebut, dapat berupa:
i. salinan dokumen fisik, yang dib rskan secara cuma-cuma dan

tersedia di kantor Persergan jika’diminta secara tertulis oleh
pemegang saham; dan/é%/

ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh

melalui situs web Pérseroan.
c. Dalam hal mata acanengenal pengangkatan anggota

Direksi dan/atau anggota ewan Komisaris, daftar riwayat hidup
calon anggota Digeksi _da n/atau anggota Dewan Komisaris yang
akan diangkat ‘u . di situs web Perseroan paling
kurang sejak saat pen anggilan sampai dengan penyelenggaraan

RUPS; ata ’
pada wak nyselain jangka waktu tersebut namun paling

lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

9. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan
informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :

- Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
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RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata
cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini;

- Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak
berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan
atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.

Pimpinan risalah dan ringkasian risalah
rapat umum pemegangg

Pasal 22
1. RUPS dipimpin oleh seorang angg ewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. :

Dalam hal semua anggota Dewap Kom ris tidak hadir atau
h*salah seorang anggota Direksi

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh
yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal semua anggota D!iI’EkI idak hadir atau berhalangan,
maka RUPS dipimpin oleh pe ng saham yang hadir dalam RUPS
yang ditunjuk dari dan oleh p +RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Korﬁlsarls yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris mempunyai % kepentingan atas hal yang akan

diputuskan dalam RUPS UPS dipimpin oleh anggota Dewan
Komisaris lainnya yang tldak empunyai benturan kepentingan yang
ditunjuk oleh Dewan aris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan, maka RUP§ dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi
yang ditunjuk’o ireksi.

Dalam hal 'salah/seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi mempunyai'benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak
mempunyai benturan kepentingan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah
seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas
pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
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3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya
untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan
RUPS, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat
di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

4, Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS,
wajib dibuat risalah rapat dan ringkasan risalah

Risalah rapat wajib dibuat dan ditandat
rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang peme
ditunjuk dari dan oleh peserta rapat, penandatanganan tersebut
tidak disyaratkan apabila risalah rapat d eh Notaris.

Risalah Rapat tersebut menjadi bukti ya ah terhadap semua
Pemegang Saham dan pihak ketigaAentang 'keputusan dan segala
sesuatu yang terjadi dalam rapat, d ib disampaikan kepada OJK.

5. Ringkasan risalah RUPS, paling, kurang memuat informasi :

a.tanggal RUPS, tempat pelaksanaan” RUPS, waktu pelaksanaan
RUPS, dan mata acara RN

b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada
saat RUPS;

¢. jumlah saham dengan hak yang sah yang hadir pada saat
RUPS dan persentasenya’ dari jumlah seluruh saham yang

mempunyai hak ng sah;
d. ada tidaknya pen%ﬂkesempatan kepada pemegang saham

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

terkait mal ra rapat;

e. jumlah pe%iﬂm saham yang mengajukan pertanyaan dan/
atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang
saham diberi kesempatan;

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;

g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak
setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata
acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara;
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h. keputusan RUPS; dan

i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham
yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan
pembagian dividen tunai.

6. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran
Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pengumuman
ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dllakgkan paling lambat
2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan

Kuorum, hak suara dan
Pasal 23

1. a. RUPS (termasuk RUPS untuk pehgelﬁaran Efek Bersifat
Ekuitas; ,

untuk penambahan modal .g_;' dan disetor dalam batas
modal dasar) dapat dllangsungka- "dalam RUPS lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah serilmh saham dengan hak suara,
hadir atau diwakili, kecuali apabﬁ%alam Anggaran Dasar ini ditentukan
lain.

b. Dalam hal kuorum,kehadlran sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 a tidak tercapaij ka dapat diadakan pemanggilan RUPS
kedua tanpa didahului denganipengumuman tentang akta diadakannya
pemanggilan RUPS. 4

c. RUPS kedua disélenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat ZI\{d a puluh satu) hari terhitung sejak RUPS
pertama denga&syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan
untuk RUPS{ a kecuali mengenai persyaratan kuorum
kehadiran sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan
yang harus dilakikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS
kedua tersebut.

d. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir
atau diwakili, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan
lain.

tusan
"E},
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e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka
RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan
hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan,
serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh QJK, atas
permohonan Perseroan.

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua

telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuoru :l(ehadiran.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh ng saham lain
atau orang lain dengan surat kuasa. Sy

Surat kuasa harus dibuat dan ditan, ngani dalam bentuk
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroaq, dengan memperhatikan
ketentuan undang-undang dan peraturan pefundang-undangan yang
berlaku tentang bukti perdata serta diajttkan kepada Direksi sekurangnya
3 (tiga) hari kerja sebelum tanggalgREPSwyang bersangkutan.

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili
pemegang saham diperlihatk ada waktu RUPS diadakan.

3. Pemegang saham yang hadir atau diwakili dengan
surat kuasa dalam RUPS adalah pémegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pgmegang Saham per tanggal 1 (satu) hari
kerja sebelum tanggal pe an atau 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal ralat pemanggilan (jika ada).

4. Dalam RUPS, m memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan tu) suara.

5. Anggota}ﬂireksi,Yanggota Dewan Komisaris dan karyawan
Perseroan bo indak selaku kuasa dalam rapat, namun suara
yang mereka Keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung
dalam pemungutah suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain secara
lisan, kecuali apabila ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan
dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.
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7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS
namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka keputusan adalah sah aé%@.gisetujui oleh
mlah se

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jd luruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju s‘:ama banyaknya,

s

jika mengenai orang harus diundi, jika menge 'afhal—hal lain, maka
usul harus dianggap ditolak. ) \

9. RUPS untuk memutuskan tent§ﬁ‘g. Frans’aksi yang mempunyai
benturan kepentingan sebagaimanaﬁﬂﬁﬁ%ﬁlam peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal(, dilalfcuk,g,n dengan ketentuan sebagai

berikut : i

a. pemegang saham yang mempunyai-benturan kepentingan dianggap
telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang
disetujui oleh pemegang,saham independen yang tidak mempunyai
benturan kepentingan; /

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili
lebih dari 1/2 (satmper,dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham
independen dan keputtsan adalah sah jika disetujui oleh pemegang
saham ind n yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian darﬁlﬂ%h seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki ofeh pemegang saham independen;

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 9 butir b
Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan
sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per
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dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang
saham independen yang hadir dalam RUPS kedua;

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 9
butir ¢ Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat
diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan
hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan ketentuan
pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, a permohonan
Perseroan.
Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebut bahwa RUPS
kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran. ,

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika tujui oleh pemegang
saham independen yang mewakili~Jebih dari 50% (lima puluh
persen) saham yang dimiliki olehgpeme
yang hadir dalam rapat tersebut..
10. Berkenaan dengan trans%ﬁsi matérial sebagaimana ditetapkan

oleh peraturan yang berlaku difbidang Pasar Modal, yang akan
dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan-dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal. \g}'

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang
mengikat di luar RH!L dengan syarat semua pemegang saham
dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani
usul yang bersangkutap‘

12. Dalam¢ p ngutan suara, suara yang dikeluarkan oleh
pemegang sa laku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan
pemegang sahar™tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya
dengan suara yang berbeda, kecuali:

a.bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang
mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;

b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang
dikelolanya.

49



14064 PERSEROAN TERBATAS

13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
a.saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya
secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan
yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung
atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;

c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan pe(undang undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang PasarJlodal

Penggunaan Iaba
Pasal 24

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul_kepada RUPS tahunan
mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun
buku seperti tercantum dalam Perh|tu 1gan Tahunan yang telah
disahkan oleh RUPS tahunan, dalamfius il mana dapat dinyatakan
berapa jumlah pendapat bersih yang_,belum terbagn ‘yang akan

dividen yang mungkin dlbaglkan satu*dan lain dengan tidak mengurangi
hak dari RUPS untuk memutuskan lain.

2. Dalam hal RUPS Tahﬁqan tidak menentukan peruntukkan lain,
maka laba bersih setelah dnkurangi dengan cadangan yang diwajibkan
oleh Undang- UndangmdanﬁAnggaran Dasar dibagi sebagai dividen.

3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan
keuangan Persgroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam
RUPS, dalam” keputusan mana juga, harus ditentukan waktu
pembayaran dan “bentuk dividen.

Dividen untuk atu saham harus dibayarkan kepada orang atas
nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau berdasarkan
wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian
dividen diambil.

Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak,
wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
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pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian
dividen tunai.

Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara
apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan
bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkdn.dengan dividen
yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPSTahunan berikutnya
yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

5. Dengan memperhatikan pendapat Perseroan pada tahun
buku yang bersangkutan dari pendapata seperti tersebut
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS
tahunan dan setelah dipotong Pajalé.?gngh ilan, dapat diberikan

tantieme kepada anggota Direksj misaris Perseroan yang
besarnya ditentukan oleh RUPS.

6. Laba yang dibagikan sebs’gai dividén yang tidak diambil dalam

waktu 5 (lima) tahun setelah di an untuk dibayarkan, dimasukkan
kedalam dana cadangan yang khuSus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana gadangan khusus tersebut, dapat diambil
oleh pemegang saham \berhak sebelum lewatnya jangka waktu
10 (sepuluh) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tida il setelah lewat waktu tersebut menjadi
milik Perseroan.

e unaan dana cadangan

Pasal 25

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk dana cadangan
ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana
ada) dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai
dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
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modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian
yang diderita oleh Perseroan.

3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh
persen) tersebut maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah dari
dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan
dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.

Pengubahan anggaran dasar
Pasal 26

N
1. Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paﬁgﬂ‘#%dikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
dan keputusan adalah sah jika diset)lm olehebih dari 2/3 (dua per
tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan ‘hak suara yang hadir
dalam RUPS.

Pengubahan Anggaran Dasar tersb&,u harus dibuat dengan akta
Notaris dan dalam bahasa In{%:

2. Pengubahan ketentuan A ran Dasar yang menyangkut
pengubahan nama, maksud dgn tujuan, kegiatan usaha, jangka
waktu berdirinya Persew arnya modal dasar, pengurangan

modal yang di tempatkan da tor dan pengubahan status Perseroan
dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya,
wajib mendapat pe?@%an dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indgne

3. Pengubahan Anggéran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
yang tersebufda;am ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam
waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
akta Notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum
kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah
RUPS pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan syarat
dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS pertama,
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kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua tersebut.

Untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tidak perlu dilakukan
pengumuman terlebih dahulu, dan keputusan sah apabila dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per
lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Iebim;ri 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak'suara yang hadir
dalam RUPS.

5. Apabila dalam RUPS kedua yang dimaksldsdalam ayat 4
kuorum kehadiran yang ditentukan tidak terca al, maka RUPS ketiga
dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mig
jika dihadiri oleh pemegang saham dari salam dengan hak suara
yang sah, dalam kuorum kehad1ran‘n:|an kuorum keputusan yang
ditetapkan oleh OJK, atas permohenansPerseroan.

Dalam pemanggilan RUPS ketiga yebutkan bahwa RUPS kedua
telah diselenggarakan dan tidak mencdpai kuorum kehadiran.

6. Keputusan mengenai pengtitangan modal harus diberitahukan
secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan

oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh i terhitung sejak tanggal keputusan
RUPS Perseroan. b 4

Peng@@bungan, peleburan,

pengambidalihan dan pemisahan
“ 4
P 2 ’ Pasal 27
Ll
1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang

berlaku dalam bidang Pasar Modal, maka penggabungan, peleburan,
pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
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2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum
kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah
rapat pertama itu dapat diselenggarakan RUPS kedua yang dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
dengan acara dan syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk
RUPS pertama kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS'kedua tersebut.

Untuk pemanggilan RUPS kedua tersebut tfHaK perlu dilakukan
pengumuman terlebih dahulu dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagiamgdari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam_RUPS.

3. Apabila dalam RUPS kedua yang dlméksud dalam ayat 2
kuorum kehadiran yang ditentukan tLd rcapai, maka RUPS ketiga
dapat diselenggarakan dengan sahdan berfiak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh pemegang saham dan saham dengan hak suara

yang sah, dalam kuorum kehad an dan kuorum keputusan, serta
ketentuan pemanggilan, yang dltefapkan oleh OJK, atas permohonan
Perseroan.

Dalam pemanggilan RUES ketiga menyebutkan bahwa RUPS kedua
telah diselenggarakan dan*‘ﬁda& mencapai kuorum kehadiran.

4, Direksi wajib mengurnumkan dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia¥ yang. berperedaran luas dalam wilayah Republik
Indonesia mengenau\ ‘rencana penggabungan, peleburan dan
pengambilalihan Persergan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
pemanggilan; RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang- undahgan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.

Pembubaran dan likuidasi
Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dan pengajuan permohonan
agar Perseroan dinyatakan pailit hanya dapat dilakukan berdasarkan
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keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

2. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum
kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah
rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rupwé'yang dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ‘hak suara yang

sah, dengan acara dan syarat yang sam ti yang diperlukan
untuk RUPS pertama, kecuali mengenai jangka‘waktu pemanggilan
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) harisebelum RUPS kedua
tersebut. ;

Untuk pemanggilan RUPS ked terse ut tidak perlu dilakukan
pengumuman terlebih dahulu dan keputysan adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 3/4 (tiga pe at) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang “ dalam RUPS.

3. Apabila dalam RUPS keQua yang dimaksud dalam ayat 2
kuorum kehadiran yang, tukan tidak tercapai, maka RUPS ketiga
dapat diselenggarakan den ah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara
yang sah, dalam kﬁ’q‘iﬂ.‘m@kehadiran dan kuorum keputusan, serta
ketentuan pemanggilan; yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan
Perseroan. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan bahwa
RUPS kedua ;!frejg?g;.‘diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran. e

4. Apabila Per‘sﬁ'oan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS
atau karena dinyatakan berdasarkan penetapan Pengadilan, maka
harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan
RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak
menunjuk likuidator.
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6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan
penetapan Pengadilan.

7. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal
disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan
dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada};para likuidator.

8. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan k;ggﬁ' ara pemegang
saham, masing-masing akan menerima bagian perbandingan
Jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang
mereka miliki masing-masing.

Peraturan penmg

Pasal 29_ ¥

Segala sesuatu yang tidak atau befu p diatur dalam anggaran

dasar, maka RUPS yang akan memutuskan.
Selanjutnya para penghadapé;#pan ini menyatakan dan menjamin
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu
sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan
kepada saya, Notaris. ;}%

Para penghadap dengﬁ\ﬁpula menyatakan telah mengerti dan
memahami sepenuhnya atas ‘seluruh dan setiap isi dalam akta ini,
sehingga sehubungan?éagan hal tersebut diatas maka para penghadap
dengan ini menyatal?an bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut serta »membebaskan Notaris dan para saksi atas segala
dan setiap aklbat*y.ang timbul.

ﬂs;{Dem|k1an akta ini

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari
dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan
dihadiri oleh para saksi:
1.Tuan Ferry Sanjaya, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada

tanggal tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan

puluh empat (30-12-1984), swasta, Warga Negara Indonesia,
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bertempat tinggal di Bandung, Jalan Raden Sasmitapura nomor 10,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Kebon Jeruk,
Kecamatan Andir, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3273053012840008, untuk sementara berada di Jakarta;

2.Nyonya Linawaty, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam
Juni seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tlnggalédl Jakarta Pusat,
Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, ﬁ'uun Warga 002,
Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Ke si"- ran, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 3171036606%00012

keduanya pegawal pada kantor Notaris. ¥

para penghadap, para saks: dan saye
Dibuat dengan tanpa tambahan, ta retan dan satu penggantian.
Asli akta ini telah ditandatangani~dengan sempurna.

Diberikafiisebagai salinan yang sama bunyinya
Notaris di K6ta Administrasi Jakarta Barat

[RAWAN SOERODJO, SH., MSI.
\s ¢

i;g.-fft;
“'e(_/l

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARARI.
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